
BUPATI SAMBAS 

PERATURAN BlJPATI SAMBAS 
�01\1 OR f>O ,1\HUr 2016 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI EGERI SIPIL 
PEMEruNTAH KABlJPATE S 'tiIBAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA 
BUPATI SAMBAS, 

Menimbang; a. bah Ta berd�tm Jreremaan PasaJt 63 a" at f2J Per.atura.n 

P mermtah NGmor 5 · 'EQ, ·iuu 2005 Te tR�g ,Pengcl,a,}aan Keu.rm.§'an 

D.aemh. dan P.asal. 39 aJ?.3'.t t I� P..emtG an '.Jfen.reri Dalam �1egeri irtnnm: 
13 Tli!lum 2006 sehagaimana tclah dm1 ikaii diaba dan. ;erakmr 

deP$Il .Peram:r.m1 ·ent , · Dalam reg.e,r · 1 romor 2 Ta.bun 20 l I, 

Pe.medntah Daera dapru, me berikan trun.bah.a.'l pengba ila.n. 

.kep..ada Regaw.ai Negeri Sipil berdassrk3il pertim'.bangat'"l objektif 

de g,en me..'7l.p._"Y; J£ ikan kemam:�n keuan03n ,mier8.h dau 
m.ernpero!eb per,semjuau. DPRD sestta.i ketentuan pern.nI'.'lang- 

b. oohu•a m:mb:alsmn pengbasihm diberiihn da1am :ra:ngka ireningfflltan 

:kese-jakrem.ru: peg&ii.Vfil bei:"d'dSRr'kan heh-en kerja, {�t bertu.gas,, 

konmsi ketja oon 1;"':clm.1gkaan profesi, yang kriterianya diteta:pkan 

dengan Perntffr,aj] Bu.pa.ti omor 35 'fahun 201 renmng To:moo:ban 

� ngha ilan Bagi Pegawm �ri Sipil Di Lmgkungan Pem.erintah 
K.aha;p,are:n Samha:s yang ate.Jab tiga kali dinbah mm teraklm" dengan 

Pe a:mmn Bupa-ti Sambas Nomor 34 Thhnn 20 5 su.rlah tirlak 

sesam. lagi den:gmi ·kondisi saat mi, sehmgga pen!.! digmrti; 

c, :ahwa beroa'Sfff'kan pertimbangan -s:ebag'a:ima:na mmaksud. druam 

huiruf a drui b, mrura perlu menetapkml Peraturan Bu.pan Sambas 
renrang Tu:mbamm. Pengbasmm bagi Pega'W'Bi N�ri Sipil di 

LmgK,mgaD. Pemerinmh �bu:paren Sambas; 

Mengmg.at : i. Uu.dang-Undang Nomor 27 Thhun 1959 tentang Penetapan Undang: 

u.ndang Darura.t Nomo:r 3 Tamm 1953 tentang Pembernukan Daerah 

'fingkat il f(afunantan (Lemoora.n Negara Repuhlik Indonesia 1.'ahun 

1953 lomor 9, Tambahan · nnbaran regara Repuolik Indonesia 



Nomor 352) sebagai Undang-undang [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara 

Repuolik Indonesia Nomor 1820}· 

2. Undang-Undang Nomor 17 Taht n 2003 tentang Keuangan Negara 
Lemba an . egara Re ublik Ind. nesia Tahun 2 03 Nomor 47, 

Tambahan I mbara Negara Re. 1 blik Indonesia Nomor 4286}� 

3. Undang-Unda g Nomo ahun 2 04 tentang erl .11 ahs raan 
N gara [Lembaran egara Republik Indone ia Tahun 2004 Nomor f, 
T.c m ahan Le. _ aran Negara Republi In rn iesia o or 35 ); 

4. U da g-U dan omor 5 Tahun 2 04 ten a. g Pemeriksaan 

Pengelolaan dan .anggung awa . Keuangan egara {Lembanm 
Nega a Republi.k In cnesia Tabun. 2004 No.mar 66,. Ta:mbahan 

Lembaran egara Republik Indonesia Nomo.r 440 ·}; 

. Undang-Undang Nomo:r 5 Tahun 20 4 tentang Aparatur Sipil Negara 

[Lemharan Negara Republik lndones'. · Tahu"' 2014 N mor 6, 

Tambahan Lembaran Negan.1: Re-p1 ilik h:ldo esia Nomor 49-59}; 

6. Undang- Jndaa _ omo:r 23 Tahun 2014 tenta:ng Pemeintab Dae ah 

{Lembaran Nega.rn: Repub.lik Ind nes·� Tru:run 2014 N'Omar 244, 

Tambe.ban Le - eran Negara Republik lndon�ia,. �mor 5587); 

7. Peraturan F\..""merird:n i emer 58 Tahtrn 2005 tentang pengelctaan 
Ke angan Daerah tLemhanm: Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 .Nomor 140, Tamblli'l-ran Lembaran 1-eg;-ara Republik Indonesia 
l T omor ' 578J; 

8. Peratnran Pemerintah N-0mor 53 Tai.ran 2010 tentang Disiplin 

Pegawai egara Sipil (Lembaran r�egara Repubiik Indonesia Tahun 
20'10 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nemer 5135}; 

9. Peratnran Menteri Daiam Negeri Nomor I3 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pengelclaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua 
kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 201 I tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 310); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4 Tambaan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28}; 

MEMUTIJSKAN: 



Menetapkan: PERATURAN BUPATI SAMBAS TENTANG TAMBAHAN 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI PENGHASILAN BAGI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS. 

'.BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam . raturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
l. Pemermtah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
2. Brrpati adalah Bupati Sambas. 

v. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam 

penye enggarnan pemerintahan daerah yang terdiri dari 

Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

Dinas Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah 

Kabupaten Sambas. 

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 

diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh 

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 
6. Jabatan Pimpinan T:inggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah 

sekolompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah, 

7. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah 

sekolompok jabatan yang berisi fu.ngsi dan tugas berkaitan 

dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan 
pembangunan 

8. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah suatu 
sekolompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan 

dcngan pelayanan fungsiona yang berdasarka pada keahhan 
dan keterampilan tertentu. 

9. Tambahan Penghasilan adalah Tambahan penghasilsn yang 
diberikan kepada PNS dalam rangka p mbinaan disiplin dan 
peningkatan kesejahteraan pegawai b rdasarkan beban erja, 
tempat bertugas, kondisi kerja, dan kelangkaan p fe- · 

0. Beban Kerja adalah suatu pekerjaan yang diselesaikaa oleh 

Pega ;vai egeri Sinil dinilai melampa i ban ke_:rja nonnru 



sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 19 

Tahun 2012 tentang jam kerja PNS. 

11. Tern pat Bertugas adalah ternpat Pegawai N egeri Sipil dalam 

melaksanakan tugasnya yang berdasarkan pertimbangan dan 

fakta dilapangan berada di daerah yang memiliki tingkat 

kesulitan tinggi dan daerah terpencil. 

12. Kondisi Kerja adalah konclisi Pegawai Negeri Sipil dalarn 

melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang 

memiliki resiko tinggi. 
13. Kelangkaan profesi adalah profesi Pegawai Negeri Sipil daJam 

melaksanakan tugas memiliki keterampilan khusus dan langka. 

14. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang diJakukan oleh 
setiap pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja yang 

dipimpinnya. 

15. Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang di1akukan oleh 

aparat atau pejabat yang tuga pokoknya khusus membantu 

pimpina.n untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. 

BAB II 

TIJJUA.N 

Pasa.12 

(1) Pemberian tambahan penghasilan bertujuan: 
a. Meningkatkan kesejahteraan PNS; 

b. Meningkatkan disiplin PNS; 

c. Meningkatkan kinerja PNS. 

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat [I], 
dimaksud untuk menambahkan penghasilan. 

BAB,m 

RUANG ,LINGKUP 

Pasal 3 

(1) Tambah.an penghasilan diberikan kepada PNS di Iingkungan 
Pemerintah Kabupaten 'Sambas. 

(2) Tambahan pcnghasilan diberikan kepada PNS sesuai Togas 
Pokok/Fungsi, berdasarkan : 

a. Behan kerja; 

b. Tempat bertugas; 

c. Kondisi kerja; 



d. Kelangkaan profesi. 

(3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

bagi PNS golongan III dan N dikenakan pajak penghasilan (PPh) 
sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-Undangan yang 

berlaku. 
Pasal 4 

{1} Terhadap PNS pindahan dari luar Pemerintal Kabuparen 

Sambas diberikan tambahan penghasilan ternitung sejak 

melaksanakan tugas secara nyata berdasarkan Surat Pernyataan 

Melaksana.ka.."'1 Togas dari Kepala SK.PD yang bersangkutan. 

(2} Pembayaran tambaaan penghasisan PNS pindahan sebagaimana 

dimaksud ayat (1} diberikan apabila PNS tersebut sudah 

bertugas mulai 1 [satu] bulan, 

(3� Tambahan peaghaeilan tidak diberikan kepada PNS apabila yang 

bersangsman : 
a. Menjalam tngas beiajar; 
b, Menjalani masa persiapan pensiun MPP }; 
c. Berstatns penerima uang tunggu; 

d. Berstatns sebagai pegawai titipan; 

e. Cuti dilnar tanggungan negara; 
f. Dibebaskan dari jabatan negeri; 

g. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 flimaf 
hari kerja dalam 1 (satu] bulan. 

h. Dfuukum penjara yang telah mempunyai kek.uatan hukum 
tetap; atau 

i, Berstatus diperbantukan/ dipekerjakan ke instansi lain cliluar 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, kecuali 

instansi tersebut tidak menyediakan tunjangan yang 
sama/ sejenis. 

BAB IV 

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

Pasal 5 

[I] Tambahan pengbasilan diberikan setiap bulan berdasarkan pada 
kehadiran dalam pelaksanaan tugas kedinasan. 



(2) Kehadiran sebagaimana di.maksud pada ayat (1) dibuktikan 

dengan rekapitulasi kehadiran yang menggunakan Absen 

Elektronik atau manual dan surat pertanggungjawaban mutlak 

dari atasan langsung atau pimpinan SKPD sebagaimana 

tercantum pada lampiran n yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

{3) PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah maka 

ta:mbahan penghasilan dilakukan pemotongan sebesar 10% per 

hari kerja. 
{4) Tambahan penghasilan dibayarkan dengan melampirkan daftar 

pembayaran tambahan penghasilan dengan contoh format 

sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, 

Pasal6 

PNS di Lingkungan Pemerintah Kahupaten Sambas yang 
drperbantukan/dtpekerjakan di luar Ling.kungan Pemerintah 

Kabupaten Sambas tambahan penghasilannya d.ibayarkan melalui 

SKPD masing-masing. 

Pasal 7 

Tambahan penghasilan diberikan setelah dilakukan penilaian 
kehadiran PNS. 

BABV 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Bagian Kesatu 
Pengawasan 

(1) Pengawasan terhadap pemberian Tambahan Penghasilan kepada 
Pr S dilaksanakan melalui : 

a. Pengawasan melekat; dan 
b. Pengawasan Fungsional 

(2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a dilakukan oleh masing-masing kepala SKPD atau atasan 
Iangsung secara berjenjang. 



(3t Pengawasan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan peru.ndang 

undangan. 

Bagian Kedua 

Pengendalian 

Pasal 9 

(1) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang wajib 

melakukan pengendalian terhadap pemberian tambahan 

penghasilan setiap bulan kepada masing -- masing PNS. 

(2) Kepala SKPD dan atasan langsung secara berjenjang 

sebagaimana dimaksud pada ayat {1) bertanggung jawab 

terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran PNS. 

BAB VI 

KETENTUAN LAIN 

Pasal 10 

(l) Pegawai Negeri Sipil hanya menerima satu tambahan 

penghasilan. 

{2) Tambahan Penghasilan yang diperoleh PNS adalah salah satu 

kriteria yang tertera pada lampiran Peraturan Bupati Sambas. 

(3) Pegawai Negeri Sipil / Pejabat yang melaksanakan tugas rangkap 

sebagai Pelaksana tugas (Plt) hanya berhak memperoleh satu 

tambahan penghasilan dan dapat dipilih sesuai dengan 

keinginannya. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka : 
Peraturan Bupati Sambas Nomor 35 Tahun 2014 ten tang Tambahan 

Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Ka bu paten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2014 

Nomor 24), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Bupati Sambas Nomor 34 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku, 



Pasal 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatnnya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sambas. 

Ditetapkan di Sambas 

pada tanggal 30 Desember 2016 

BUPATI SAMBAS, 

TTD 

ATBAH ROMIN SUHAILI 

Diundangkan di Sambas 
pada tanggal 30 Desember 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS, 
TTD 

JAMIAT AKADOL 
BERITADAERAH KABUPATEN SAMBAS NO MOR 60 TAHUN 2016 

ai Dengan Aslinya 
agian Hukum 

MARIANIS 
Pembina(IV I a) 

NIP. 1964112 200003 1 003 

• 



LAMP RAN I KEPUTUSAN BUPATJ SAMBAS 
NOMOR <oO TAHUN 2016 
TANGGAL _qo OE--� i rnfy€;t._, (}..01" 

TENTi\NG T.AMBAJ-iAf' PE1 'G-HI SIL.AN R GI 
PEGAWAl IBGERI SIP� P MERINTAH 
KABUPATEN SAMBAS 

T· · mABAN PE ·GHASlLAN 

HAR GA 
SATU.Ai'1 I 

B11L..� 
(R. 

l 
! 
f 
l 
I 
l 
I 

Jabs. �n Pimpimm: • · .;...., · .-.....; ·n-.� .... .,.. fJPT · 
1. Sekretaris Da ah 
2. Asisten Sekretaris Daerah 
3. StafAbli Bupati, KepalaDinas/ Badan/ Inspektur/ Sekretaris 

DPRD 
.t:i;'l,d·=l!· aisbia-si 

L Cama ekr taris Dinas/Ba an, Kepala Bagian, 
InspekturPenibantu 

2. Direktur RSUD 
. Kepala B" ang Dina /Badan, Sekremris Cama· 

4. Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang ada RSU 
okte sp sialis yang menjadi Direktur RSUD 

Jabatan Pengawas 
1. Dokter Umum/Dokter Gigi sebagai Kepaia Pnskesmas m daerah I 
�� 

1' 

2. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi 
3. Kepala Tata Usaha pada UPT Dinas/Badan I 

Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi pada j . RSUD 

� Aj da=� egara I 
2. Supir Pejabat Negara 
3. Staf TU Pejabat Negara 
4. Suptr Sekda dan Aststen Sekda, 
5. taf T Sekda. dan Asisten Sekda 
6. Staf TU Staf Ahli Bupati 
7. Staf Pelaksana Gol. I dan II 
8. Staf Pelaksana Got m 

TA.MBA.HAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA 

I,. 

l 
I 
i 
i 

8.500.000 
J 

4.000.000 I 
3.soo.ooo I 

l 
' 

1.soo.000 I 
i 

1.2'00. 000 11 · 

1.100.000 
800.000 

20.000.000 

l.700.000 l 
soo.ooo I 
625.ooo I 
500.000 l 

I 
i.iso.ooo I 
1.150.000 j 

soo.ooo I 
8 0.000, 
soo.ooo I 
soo.ooo I 
-rzs.ooo I 
490.000 I 9. St Pehlsana Go ... N 525.000 1 

aba · gsi · erte {JFT dan JFU I 
a. PNS yang bekerja di RSUD j I 

1. DokterUmum / Dokter Gigi I 2.000.000 j 2. JFT esehatan Jenjang Ahli d:il · ar Dolrter I 750.000 
1 

3. Perawat, Perawat Gigi clan Bidan enjang Terampil ! 6 . 0.000 ! 
4. JFT Kesehatan Lainnya Jenjang Terampil I 500.000 / 

5. JFU i I 
1). Jabat.an Pelaksana / Staf Gol. I dan Il I 300.000 I 

'--��������������������������--1�����-� 



2j. Jabatan elaksana J Staf Gol.. III 
3}. Jabatan elaksana J StafG-ol IV 

h. PNS. yaimg beketj� di LabkesAla/ Gudnng Farmas!J 
'Puskesmas/ Pustu/ Poskesdes 

D kte rmum / Dokter Gigi 
2. JFT Kesehatan .Jenjang Ahli diluar Dokter 

Golffi 
Gol. IV 

3. Perawat, Perawat Gigi, Bidan Jenjang Terampil di 
Puskesmas dan JFT Keseh: tan Lamya Jen ·ang Ter.rlnp.il 

4. Perawat dan Bidan J njang-Termnpil 
Pustu/Polindes/Poskesdes 

5. ahatan Pelaksana I taf 
eketja di :tnspektomt 

1. JFT Ahli .,,.enjang Madya 
2. JFI' Ahr J njang Muda 
3. JF'f Ahli Jenjang Perta.ma 

d. aha.tan Fungsionm di Lingkungan Dinas Pendidikan 

1. Penilik 
2 Pengawas Sekolah 
3. Guru Non Sertifikasi 
4. Guru Sertifikasi 
5. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 

e, Jabatan Fungsional Dokter Hewan 

a� �lab:mya. 

1 Gol _ 
2. Gol ill 
3. GoL IV 

320.000 j 
ssc.ooo I 

I 
1.600.000 ! 

i 

I 
700.0001 
750.00 [ 
470.000 I 
... zo.oo I ;;).L. • . • 

I 
-rso.ooc I 

I 
r.zso.ooo I 

950.000 l 
zso.ooo I 

I 
400.000 ! 
300.000 
350.000 
200.000 l 
aso.ooo I 

1.100.000 I 
I 

550. 00 ! 
sro.coo I 
600.000 l 

I. PNS yang be�erja di aaeran peroa'tasan, daerah terpm:1eii d:aa 
sulit dijaagkaa pad.a hskesmas PuGtu./Polmdes 

1. Kepma Puskesrsas 
2_ Kepala ata U saha Pusk smas 

1 3. Dckter Umum. J Dekter Gigi I GoL ill 
GoN l 

j 4. Dokter Um.um/ Dokter Gigi sebagai Kepala Puskesmas I 
f 5. JFT Kesehatan Jenjang Ahli di luar Dokter l 
! 6. Perawa Pera, at Gigi dan Bidan Jenjang Terampil di ! ! Puskesmas 

lf 

I 7. Perawat dan Bidan Jenjang Terampil di 

I Pu tu/Puskesdes/Polindes f 

l'. 8. JFT Kesehatan Lainnya Jenjang 'lerampil ! 625.000 I 
�·��9- ·�J- ab_a_tan�_P_ el_ak_s_an�a_f __ 

s_taf�_Go_l_ ._ I_dan�-Il������--��_..1_��-� ·-·_o_o_J O! 

9 u, ooo I 
zzs.ooo I 

I 
2.000.000 I 
2.200.0001 

2.000.000 i 
1.100.000 I 

sso.ooo I 
I 

1.050.000' 



10. Jabatan Pelaksana/ StafGol. III 525.000 
11. Jabatan Pelaksana / StafGol. IV 550.000 

II. PNS yang bekerja di Lingkungan UPT Dinas Pendidikan Paloh, 
Sajingan Besar, Tebas, Sejangkung, Selakau Timur, Subah, Sajad 
dan Galing 

1. Jabatan Pengawas/Kepala UPT 950.000 
2. Jabatan Pengawas/Kasubbag TU UPT 750.000 

3. Jabatan Fungsional Penilik / Pengawas Sekolah 700.000 
4. Jabatan Pelaksana/ Staf 650.000 

5. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 675.000 

6. Guru Non Sertifikasi 675.000 
7. Guru Sertifikasi 525.000 

III. PNS yang bekerja di Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar 
( di luar SKPD Dinas Kesehatan dan Pendidikan ) 

1. Jabatan Administrasi/ Ca.mat 1.700.000 
2. Jabatan Administrasi/SekretarisCamat 1.300.000 
3. Jabatan Pengawas / Kasi 1.050.000 
4. Jabatan Pengawas/ Kasubbag 925.000 
5. Jabatan Pelaksana / StafGol. I dan II 675.000 
6. Jabatan Pelaksana / StafGol. III 700.000 
7. Jabatan Pelaksana J StafGol. IV 750.000 
8. Jabatan fungsional Dokter Hewan 900.000 
9. Jabatan Fungsional lainnya 

Gol. II 725.000 
Gol. III 750.000 
Gol. N 800.000 

C. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA 
(SATUAN POLISI PAMONG PARAJA) 

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama /Kepala Dinas 4.000.000 
2. Jabatan Administrasi / Sekretaris 1.700.000 
3. Jabatan Administrasi/ KepalaBidang 1.250.000 
4. Jabatan Pengawas / Kasubbag, Kasubbid, Kasi Trantib pada 975.000 

Kecamatan 
5. Jabatan Pelaksana / Anggota (Sat Pol PP) 

1) Jabatan Pelaksana/ Staf Gol. I 650.000 
2) Jabatan Pelaksana/ Staf Gol. II 700.000 
3) Jabatan Pelaksana/ Staf Gol. III 750.000 
4) Jabatan Pelaksana/ Staf Gol. IV 800.000 

D. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROPESI 

1. Dokter Spesialis Golongan I 23.600.000 
2. Dokter Spesialis Golongan III 21.100.000 

BUPATI SAMBAS, 

TTD 

ATBAH ROMIN SUHAILI 
Salinan Se ai Dengan Asllnya 

Kep Bagian Hukum 

MARIANIS 
Pembina(IV I a) 

NIP. 1964112 200003 1 003 



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR 60 TAHUN 2016 
TANGGAL 30 DESEMBER 2016 
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI 
NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS 

SURAT TANGGUNGJAWAB MUTLAK 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

NIP 

Jabatan 

SKPD 

Menyatakan dengan sesungguhnya, akan bertanggungjawab terhadap 

pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai 
Peraturan Bupati Sambas Nomor dan membuktikan 

penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya. 

Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pembayaran 

sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan 
menyetorkan kerugian tersebut ke KAS DAERAH serta bersedia menerima 

sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenamya dan bermaterai 

cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Sambas, 

Kepala SKPD 

Materai 

Rp. 6.000 

································· 
Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

Kepala agian Hukum 

MARIANIS 
Pembina(IV I a) 

NIP. 1964112 200003 1 003 
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